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“Oleh Anis Charirt .

BANGSA ini betul - betul dilanda

. bencana. Bukan hanya karena faktor

- alam, tetapi juga karena perilaku rnanu-
sia. Bencana terakhirberasal dart raun-
tahan” peraturan pererintah berupa PP

3772006 tentang Kedudakan Keuangan -

dan Protokoler Pimpinan dan Anggota
'DPRD. Bak bola panas, setelzh dikelu-

arkan, dilernpar dan ditendang ke sana.

ke marl dengan Status yang mengari-
bang, akhirnya nasib PP 37,2006 tidak

- - jadi dicabut hanya direvisi. Etiskah

mempertahankan berlakunya PPitu?
Keputosan untuk mengeluarkan PP
~ pada dasamya keputusan yang didasar-
kan pada akal sehal dengan tujuan yang
. rasional. Artinya, PP tersebut seharus-

" nya dikeluarkan untuk menuptakm '
perueringzhan yang baik, dalam penge- - i
- sebut cenderung tidak menguntungkan,
- Namun sebagaimana diklaim ba-: _
nyalc pihak, justru PP tersebut dapat

' lolaan kegiatan pemerintzh. .

mengarsh terciptannya praktik “Korup-
5i” yang legal dan terstrukiur di tengah
i penderitaanrakyat. ... .

Daiam perspekt:f etn;a menurut

" Brooks (2004), keputusan dikatakan -
etis jika dapat menjawab lima pertanya--

an utan, yait: Is i legal? (sah secara

hokam), Is it profitable? (secara ekono- -

mi menguntungkan}, s it fair? (adil ba-
gi semua stakeholder), Is it right? (Ti-

dak mﬁianggar hak oranglain), dan fs it
_sustainable development? (toendukung
pembangunan berkelanjutanj.

" Dari aspek legalitas, PP tersebut mne-

. mang legal karena dikeluarkan oleh pe-

merintah yang legitimate. PP tetsebut ju- -

ga diklaim sesuai dengan UU No, 22/~

2003 tentang Susunan Kedudukan DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Ka-

- bupaten dan Kota, Jadi dari aspek yusi-
dis, PP 37/2006 merupakan produk pe-

nmdangan yang sah. Natmun demikian,
produk perundangan dapat dipertanya-
kan "legalitasnya’ ketika peraturan ter-

' sebut mendapat penolakan dari publik,

Pertanyaan kedua, apakah PP 37

_ tersebut menguntungkan? Kalau yang:

menjawab anggota DPRD, jelas jawab-

_ annya menguntungkan,

PP terscbut dapat mengarah pada

prakiik korupsi terstruktur, dilegalkan, -

dan tanpa malu.Jelas terlihat PP 37 ter-

Aspek berikutnya, s it fair? Secara

etika, apa pun PP tersebut tidak adil .
Adalah kepntusan yang "luar biasa arif-

nya” mengeluarkan PP yang meéngun-

_ tungkan segelintir wakil rakyat, semen-

tara berjuta-juta sfakeholder Jainnya
kelaparan, terbelakong dan miskin. .

‘Menyakitkan
Iyt righet? Pertanyaan itu cendemng-
‘berkaitan dengan kondisi dilanggar

tidaknya hak crang lain, Kuntuk men-

- geluarkaan PP tersebut merupakan kepu-

Tidak etis bag: pemenn:‘ah fika tez‘ap bertahan untuk
 tetap membertakukan PP tersebutt. Pencabutan PP 37 atau
penggant;an dengan PPiain yang dikeluarkan dengar

pemmbangan memenﬁngkan semua stakeholder
mempakan pilihan yang tepatagar PP ticiak menimbulkan
| poiem.'k beMepanjangan

tusmyang”menyaki@”banyakpﬁﬁk.

Hak untuk hidup layak; hak untuk bebas
dari kemiskinan, hak untik memperoleh

pendidikan yang layak dan nwraly, hak

- untuk bebas dari kelaparan dipandang
sebagat hak yang “tidak begitu penting”

dibandingkan hak yang dintkmati ang-
gota DPRY). Apalagi bila melihat kinerja

dewan dalam menjalankan fungsmya :

sebagai wakil rakyat.
Pertanyaan terkhir, dpakah cuke—
Juarkannya PP térsebut mengarah pada

 terciptanya pernbangunan berkelanjutan.

- Dari kacamata apa pun -nampak

mengeluarkan PP tersebut merupakan .

keputusan yang jelas tidak mengarah

pada terciptanya permbangunan berke--
tanjutan. Alasannya sederhana, PP.

tersebut disadari atan tidak, dapat digu-

“nakan sebagai media untuk mengun-
tungkan pihak tertenty saja sehingga

" pada gilirapnya akan menclptakan kon-
disi pembangunan yang tidak sustai--

nable untuk kemakmuran bersamma.
Adalah hal yang lucu dan wagu,
jika ada wakil rakyat yang tergabung
dalam Ikatan DPRD Jawa Tengah
berkomentar baliwa alasan penolakan
atas pencabutan PP tersebut karena
takut dikira sombong karena tidak mau
menerapkan peraturan. Dilandasi per-
timbangan moral, justru kepuotasan
untuk menolak pencabutan PP tersebut
adalah "kesombongan” Inar biasa.
- Jadi idaketis bagi pemenntah jikate-

“tap bertahan vniuk ietap memberlaarkan
. PPiersebut. Pencdbutan PP37 atau peng-

gantian dengan PP Iain yang dikefuarlan
dengan pertimbangan mementingkan
semua stakeholder merupalan pilthan
yang tepat agar PP tidak menimbulkan
polemik berkepanjangan.(11)
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